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1.1. Latar Belakang Masalah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU
Desa memperkuat peran desa sebagai daerah otonom pada tingkatan terbawah
dengan wilayah administrasi terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Negara memberikan pengakuan atas hak asal usul desa dan kewenangan kepada
desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya secara
mandiri. Otonomi desa memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk
dapat mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat
istiadat, budaya serta asal usul dari desa setempat. Kepala Desa sebagai pimpinan
dalam menjalankan pemerintahan desa dipilih secara langsung oleh masyarakat
desa setempat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa
mempunyai peran untuk mengatur segala urusan masyarakat dengan mendorong
swadaya dan gotong royong serta mengembangkan potensi lokal yang ada di
desanya.
Kelahiran UU Desa memberikan harapan baru bagi desa agar dapat
melakukan perubahan secara signifikan dalam hal tata kelola keuangan dan
pembangunan desa. Pemerintah desa mempunyai peluang yang sangat besar untuk
dapat membangun desanya sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil masyarakat
desa setempat. Sejak tahun anggaran 2015 Pemerintah Pusat memberikan Dana
Desa serta memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk
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perhatian lebih dari berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan
keuangan maupun penyelewengan seperti tidak pidanan korupsi. Partisipasi
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan
pembangunan desa menjadi penting. Dengan adanya pengawasan diharapkan
kegiatan pemerintah desa dapat berjalan dengan benar dan tujuan untuk
meningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.
Pemerintah desa dituntut dengan tanggung jawab yang besar yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan
berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran
(Permendagri 113). Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa
tahapan, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban yang setiap tahapnya saling berkaitan. Dalam pengelolaan
keuangan, setiap tahapan harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Keberhasilan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dapat
tercapai jika semua tahapan dilaksanakan dengan baik dan benar. Agar pengelolaan
keuangan desa dapat berjalan baik maka diperlukan juga adanya pembinaan dan
pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Perencanaan merupakan tahapan paling awal dalam pengelolaan keuangan
Desa. Pengertian perencanaan sendiri adalah proses mendefinisikan tujuan
organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan
rencana aktivitas kerja organisasi (Lestari, 2014). Pada tahap ini, ketepatan dalam
perencanaan dan penganggaran akan mempermudah tahapan pengelolaan
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tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka kemungkinan besar tahapan
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban akan
menemukan banyak permasalahan. Permasalahan yang paling sering adalah tidak
tercapainya target kegiatan karena adanya kesalahan dalam membuat perencanaan
dan penganggaran bahkan permasalahan yang sangat riskan adalah terjadinya
korupsi kolusi dan nepotisme (KPK, 2015).
Kegiatan perencanaan desa pada awalnya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan perencanaan kabupaten/kota sehingga desa hanya memberikan
usulan kepada kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya UU Desa maka
perencanaan desa terpisah dari perencanaan kabupaten/kota dan desa mempunyai
hak untuk dapat memutuskan perencanaannya secara mandiri meskipun tetap
mengacu kepada perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa
saat ini adalah village self planning dengan dasar yang kuat dari UU Desa dengan
jargon “satu desa, satu rencana dan satu anggaran” (Muslih, 2015).
Tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dengan
dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sampai dengan adanya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa). RPJMDesa merupakan pengejawantahan dari visi
dan misi kepala desa terpilih untuk menjalankan pemerintahan desa selama 6 tahun
kedepan. Kepala desa terpilih harus membuat RPJMDesa paling lambat 3 bulan
setelah dilantik. RKPDesa dibuat pemerintah desa untuk menjabarkan RPJMDesa
selama kurun waktu satu tahun. Isi dari RKPDesa memuat rencana pemerintah desa
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pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa. Akhir dari
kegiatan perencanaan adalah terbitnya APBDesa yang dibuat berdasarkan
RKPDesa. RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
APBDesa adalah sebuah dokumen akhir dari sebuah proses perencanaan yang
berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran
yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sumber
pendapatan desa yang berasal dari berbagai sumber, yaitu: pendapatan asli desa,
transfer dan pendapatan lain-lain. Sejak tahun 2015, sumber pendapatan desa yang
utama adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN yang tergolong kedalam
pendapatan transfer. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana terakhir
diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa adalah dana yang bersumber
dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayan
masyarakat. Melihat besaran Dana Desa dan kompleksitas penggunaan Dana Desa,
maka diperlukan kecermatan dalam pengelolaan Dana Desa
Program Dana Desa merupakan komitmen dari pemerintah pusat sebagai
upaya untuk melaksanakan pembangunan desa secara adil dan merata. Program
Dana Desa ini dapat dikatakan sebagai pengganti peran Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD). Desa diberi
keleluasaan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa, namun
penggunaannya tetap diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan yang
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masyarakat desa. Program Dana Desa mulai dilaksanakan oleh Pemerintah
Indonesia sejak tahun anggaran 2015 yang diawali dengan pengesahan UU Desa.
Pada tahun anggaran 2015 pola penyaluran Dana Desa dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 yang
dilaksanakan dalam 3 tahap penyaluran dengan prosentase 40%, 40% dan 20%
yang akan icairkan pada Bulan April, Agustus dan Oktober 2015. Jumlah anggaran
Dana Desa tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp.20.776.000.000.000,- untuk 74.093
desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 skema penyaluran Dana Desa
mengalami perubahan. Penyaluran Dana Desa diberikan dalam 2 tahap sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran
Dana Desa disalurkan dengan prosentase 60% di Bulan Maret dan 40% di Bulan
Agustus. Selain perubahan skema penyaluran, besaran anggaran dana yang
diberikan juga mengalami peningkatan lebih dari 100% menjadi sebesar
Rp.46.982.080.000.000,- yang diperuntukkan bagi 74.754 Desa di seluruh
Indonesia. Pada tahun 2017 skema penyaluran Dana Desa masih sama dengan
skema penyaluran tahun 2016. Untuk tahun anggaran 2017 jumlah anggaran Dana
Desa sebesar Rp.60.000.000.000.000,- untuk 74.754 Desa.
Pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa sampai dengan awal tahun
2017 masih banyak menemukan masalah baik yang bersifat administratif bahkan
sampai terjadi penyimpangan yang berakibat kepada masalah hukum. Beberapa
permasalahan yang muncul antara lain:
61. Menurut Wakil Ketua BPK keterlambatan penyaluran Dana Desa dipengaruhi
oleh banyak sebab, antara lain: perbedaan data antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah tentang jumlah desa, pemerintah daerah terlambat
membuat perda tentang Dana Desa, desa tidak berani menggunakan dana desa
karena belum ada pendamping desa, kekhawatiran pemerintah desa akan
terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi (www.samawarea.com).
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian sistem terhadap
pengelolaan keuangan desa (ADD dan DD) sejak Januari sampai dengan Juni
2015 dan berhasil menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek
regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek
sumber daya manusia (www.antaranews.com).
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus berbagai penyelewengan
Dana Desa. Dana Desa yang besar sangat rentan diselewengkan bila tidak
dikelola dengan baik. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
sedikitnya ada 300 laporan penyelewengan Dana Desa yang diterima KPK
hingga akhir 2016 (news.okezone.com).
4. Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil melakukan operasi tangkap tangan
(OTT) terhadap KH seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Kecamatan
Kedundung Kabupaten Sampang, Jawa Timur dan mengamankan uang
senilai Rp. 424.000.000,- (www.nasional.tempo.co).
Hasil kajian KPK mendapatkan temuan terkait aspek regulasi dan
kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya
manusia. Dari aspek regulasi dan kelembagaan permasalahan yang ada antara lain:
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tindih kewenagan antara kementerian dan dinas terkait, formula pembagian dana
desa yang kurang transparan. Pada aspek tata laksana permasalahan itu antara lain:
desa tidak menepati waktu penganggaran, belum ada standar harga dari kabupaten,
transparansi penggunaan APBDesa rendah, laporan pertanggungjawaban rawan
manipulasi dan APBDesa tidak disusun sesuai kebutuhan masyarakat. Aspek
pengawasan terdapat kendala dalam beberapa hal antara lain: Efektifitas inspektorat
masih kurang, peran camat masih belum jelas dan tidak semua daerah mempunyai
layanan pengaduan. Aspek sumber daya manusia menjadi aspek terakhir hasil
kajian KPK yang terkendala terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh sarjana
pendamping.
Permasalahan yang muncul merupakan tantangan bagi semua pihak
khususnya pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penerapan pengelolaan
keuangan desa yang baik. Pengelola keuangan desa meliputi kepala desa yang
dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD
dibentuk dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris desa selaku
koordinator, kepala seksi dan bendahara desa. penetapan PTPKD dilakukan oleh
kepala desa dengan menerbittkan Keputusan Kepala Desa. Kemajuan sebuah desa
tak dapat lepas dari peran aparatur pemerintah desa maupun warga desa tersebut.
Keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatannya tidak bisa lepas dari
adanya sumber daya yang memadai, baik sumber daya aparaturnya, sumber daya
keuangan maupun peralatan yang digunakan.
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penelitian terkait pengelolaan keuangan terkait Dana Desa di Indonesia merupakan
penelitan yang tergolong baru karena Program Dana Desa baru ada sejak Tahun
Anggaran 2015. Penelitian dengan tema pengelolaan keuangan desa yang menjadi
acuan dari penelitian ini adalah penelitian oleh: Subroto (2009) dan Supardi (2015).
Subroto (2009) melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa. Subroto memfokuskan penelitiannya pada penerapan prinsip
akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk
mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian
dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan
langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah
menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Proses
pertanggungjawaban jika dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan
yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan
adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
Supardi (2015) melakukan penelitian terkait perencanaan dana desa di Desa
Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun 2015. Supardi
memfokuskan penelitiannya pada permasalahan dalam perencanaan Dana Desa
yaitu keterlambatan penyampaian peraturan desa tentang APBDes kepada Bupati.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Simpang Tiga sudah
melakukan perencanaan terhadap penggunaan Dana Desa namun terlambat dalam
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masih kurang mengerti penyusunan APBDesa.
Mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud
untuk menganalisis tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah
Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017. Alasan
dipilihnya objek penelitian di Kecamatan Pituruh karena dalam penyampaian
peraturan desa tentang APBDesa dari pemerintah desa kepada bupati ada desa yang
menyampaikan dengan cepat dan ada juga yang terlambat sehingga mempengaruhi
penyaluran Dana Desa. Sedangkan APBDesa sendiri merupakan dokumen akhir
dari tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Alasan lain karena
sepengetahuan peneliti bahwa di Kecamatan Pituruh belum pernah dilakukan
penelitian dengan tema perancanaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peneliti
memilih objek Kecamatan Pituruh dengan pertimbangan karena peneliti tinggal di
wilayah Kabupaten Purworejo serta bekerja sebagai staf di Kantor Kecamatan
Pituruh sehingga peneliti sudah mempunyai penguasan lapangan. Dengan
pertimbangan tersebut maka penelitian ini berjudul “PERENCANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN
PITURUH KABUPATEN PURWOREJO”.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses perencanaan dalam
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pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Pituruh dilihat dari aspek
regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber
daya manusia?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan dalam pengelolaan
keuangan Desa di wilayah Kecamatan Pituruh dilihat dari aspek regulasi dan
kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya
manusia.
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:
1. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
kepada pemerintah desa dalam memecahkan masalah serta dapat menjadi masukan
dalam menyempurnakan proses yang berkaitan dengan perencanaan dalam
pengelolaan keuangan desa.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pengembangan wawasan bagi akademisi serta menjadi tambahan referensi bagi
peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi sektor publik terutama
yang terkait pengelolaan keuangan desa.
1.5. Orisinalitas Penelitian
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Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa sudah banyak dilakukan,
namun penelitian terdahulu lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) dan keuangan desa secara umum. Penelitian ini membahas
tentang perencanaa pengelolaan keuangan desa khususnya setelah adanya Program
Dana Desa yang baru dimulai sejak tahun anggaran 2015. Dalam penelitian ini,
peneliti berusaha mencari tahu bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan
keuangan desa di wilayah Kecamatan Pituruh dilihat dari aspek regulasi dan
kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya
manusia.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal
yaitu:
1. Penelitian Subroto (2009) membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi semua
tahapan pengelolaannya, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang
tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa khususnya setelah ada
program dana desa. Peneliti fokus untuk meneliti terkait dengan kegiatan
perencanaan karena menurut peneliti perencanaan merupakan tahap
terpenting untuk melakukan tahapan selanjutnya. Penelitian terkait dengan
kegiatan perencanaan terkait dengan proses pembuatan RPJMDesa,
RKPDesa dan APBDesa dengan melihat dari aspek regulasi dan
kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber
daya manusia.
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2. Penelitian Supardi (2015) membahas  permasalahan dalam perencanaan
Dana Desa yaitu keterlambatan penyampaian peraturan desa tentang
APBDesa kepada Bupati. Dalam penelitian Supardi hanya melihat aspek
tata kelola dan aspek sumber daya aparatur saja, sedangkan dalam penelitian
ini penulis melihat dari empat aspek yang menjadi temuan KPK yaitu, aspek
regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek
sumber daya manusia.
